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BUPATI BULUNGAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 
PERATURAN BUPATI BULUNGAN 

NOMOR 41 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN  

NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

KABUPATEN BULUNGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

BUPATI BULUNGAN, 

 
Menimbang : a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah  Kabupaten 

Bulungan yang telah ditetapkan sebagai bentuk 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 

Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan belum 

sepenuhnya terakomodir, khususnya yang terkait dengan 

belanja barang dan jasa sehingga perlu diatur kembali 

agar dalam pelaksanaan dapat lebih terarah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Bulungan tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Bulungan. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan 

Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah 

14. Peraturan Daerah  Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bulungan Tahun 2011 Nomor 1); 

15. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 

Tahun 2014), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 38 

Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan 

(Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 

38).  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 10 TAHUN 

2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

KABUPATEN BULUNGAN 

 

Pasal 1 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah 

Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 10), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 38 Tahun 

2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan 

(Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 38) diubah sebagai 

berikut:  

1. Lampiran Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah 

Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 10), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Bulungan Nomor 38 

Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bulungan 

Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 

Nomor 38) Akuntansi Belanja dan Transfer Paragraf Nomor 15 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Belanja barang dan jasa dapat berupa belanja barang pakai habis, 
bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan 

bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa 
sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, 
makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, 

pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas 
pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, dan lain-lain 

pengadaan  barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis, dan 
barang/jasa yang akan diserahkan ke masyarakat. 
 

2. Lampiran Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah 

Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 10), sebagaimana telah diubah 

dengan peraturan Bupati Bulungan Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan 

(Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 38) Akuntansi 

Aset Paragraf Nomor 184 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan 
konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya diakui sebagai 

konstruksi dalam pengerjaan 

 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. 

 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

            pada tanggal 25 November 2019  

BUPATI BULUNGAN, 

              ttd 

                                  SUDJATI 
 
 

 
Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 25 November 2019 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

      ttd 

  SYAFRIL 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 41 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 41 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


